
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

pERATURAN DAERAH KA帥PATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 22 TAHUN2018

pENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHM・AT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pel争yanan

publik diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik

dan bersih, tranSParan, efektif dan efisien dalam

penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tanjung

Jabung Barat;

b. bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan

yang baik dapat dilakukan melalui pemanfaatan

teknoIogi informasi dan komunikasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Targivng

c. bahwa pemanfaatan teknoIogi infomasi dan komunikasi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat diperlukan sinergitas dan

pedoman sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan

suatu perangkat hukum;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1.PaLSa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12　Tahun 1956　tentang

pe皿bentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi

sumatra Tengah uJembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 25); Sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 terltang

pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan

DaLerah Tingkat II T紬jung Jabung uembaran Negara

Republik Indonesia Tah皿1965 Nomor 5O Tambahan

止血b甜抑Ne唇甜租N寄皿or 27与与);



Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2755) ;

3.Undang-Undang Nomor ll Tahun　2008　tentang

Infomasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republ蛇Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor　4843)

sebagaimana telah diubah dengan Undang葛Undang

Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor ll Tahun 2OO8 tentang lnformasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 , Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5952);

4.Unding-Undang Nomor 14　Tahun　2OO8　tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Repub此Indonesia Nomor 4846);

5.Undang-Undang Nomor　25　Tahun　2009　tentang

Pelayanan mblik qumbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor l 12, Tambahan Lembaran Negara

Repubうik Indonesia Nomor 5O38);

6,Undang-Undang Nomor 12　Tahun　2011 tentang

Pembentu kan Peraturan Perundang- U n dangan

tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2011

Nomor　82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indohesia Nomor 5234);

7.Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2O14　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembanan Negara Republik

Indonesia Tahun 2O 14 Nomor 244, Tamba.han Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang葛Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

8. Peraturan Pemerinta血　Nomor　61 Tahun　2OIO tcntang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 99);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

匝mbaran Negara Tahun 2O12 Nomor 189, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5348);

10. Peraturan PITeSiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun

20 18 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan　: ’PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS HLEKTRONIK.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tar可ung Jabung Barat・

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memlmPm Pelaksanaan urusan pemerintahan

yang me可adi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Ta巾ung Jabung Barat・

4, Perangkat Daerah adala’h unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang me可adi kewenangan daerah.

5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

Pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang

lain melalui. media perantara yang bersifat elektronik maupun non

elektronik.

7. Informatika adala山　Pemanfaatan perangkat-Perangkat berkemampuan

komputasi dalam pengelolaan informasi’temaSuk dalam pemrosesan,

PengarSIPan dan penyebaI.an informasi.

8. Sistem Peme正ntahan Berbasis Elektronik yang sela可utnya disingkat

SPBE adalah penyelenggaraan peme五ntahan yang memanfaatkan

teknoIogi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada

Pengguna SPB田.

9. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan

pembangunan SPBE di Daerah untukjangka waktu 20 (dun puluh) tahun'

] 0.血frastmktur SPBE adalah semua perangkat keras, Perangkat lunak, dan

fasilitas∴yang me可adi penunjang utama untuk menjalanka臆n Sistem,

ap聴asi, komunikasi data, PengOlahan dan penyi皿panan data, Perangkat

integrasi/Penghubungl, dgln Perangkat elektronik lainnya.

1l・ Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan

prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi hayanan

SPBE.

12, Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama) Standar’dan digunakan

secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah・

13. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun・ dikembangkan,

digunakan) dan dikelola oleh instansi pusat at如Pemerintah daerah

tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan

instansi pusat dan pemerintah daerah lain・

1ヰ. Lay弧且n呂P蹄」 Eldal血kelua岨n y弧g diha軸kan∴寄軸l (組tu) a血u

b号berap置fun呂台l aPli蛙asi SP日E dan yang memil胸曲al m細工血租t・



15・ Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

Pemenuhan kebutuhan peIay-anan sesuai dengan peraturan

Perundangundangan bagi setiap warga negara d劃Penduduk atas barang,

jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediaka.n oleh

Penyelenggara pelayanan publik.

16. Pelayanan non bublik adalah kegiat抑atau rangkai紬kegiatan dalam

rangka pemeⅢhan kebutuhan pelayana∬l-SeSuai dengan peraturan

Per皿dangundangan bagi intemal penyelenggara pelayanan publik atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

Penyelenggara pelayanan publ此

17・ Pusat Media dan Data adalah wahana pelayanan infomasi ke坤akan

Pemerintah berbasis tleknol〔桓infomasi dan komunikasi, untuk

mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemehntah dan daerah,

khususnya dalam penyebarluasan infomasi untuk kebutuhan publik dan

mengembangkan pelayanan infomaSi kepada publik sebagai bagian dari

upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan infomasi yang akurat,

CePat, mudah dan terjangkau.

18. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan

Sistem elektronik dan komponen te「kaltnya untuk keperluan penempatan,

PenylmPanan, dan pengolahan dat急.

19. Sistem Infomasi’adalah serangkalan prosedur infomasl yang berfungsi

untuk mempersiapkan, mengumPulkan’ mengOlah, menganalisis,

menyimpan, menamPilkan, mengumumkan, mengirim dan/atau

menyerbarkan Informasi.

20. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari

a瓦ses yang tidak berhak, Penyalahgunaan, kebocoran, gangguan,

modifikasi, Pemalsuan dan perusakan informasi sesしIai dengan pnnsIP

kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan infomasi.

2 1. PQjabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi yang sela可utnya disingkat

PPID adalah pejabat yang bertang即ng JaWab dalam pengumpulan,

Pendokumentasian’Peny乱mPanan, Pemeliharaan, Penyediaan, distribusi,

dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan

Daerah, yang terdiri da轟PPID Utama dan PPID Pembantu.

22. Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas

POkoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang Sebagian atau

Seluruh dananya bersumber da正　Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh

〔lana臆ny亀　be宣・Sumber dari Angg急ran Pendap負tan dan Bela可a Daerah,

Sumbangan masyarakat, dan/atau :uar negeri.

23. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau

lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan血formasi yang

telah dipertukarkan.

24, Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai

kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar

informasi dan menggunakan informasl yang telah dipertuka.rkan.

25　しaman Da正ng (Webs克e) adalah kumpulan dari halaman situs, yang

terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada

di dalam LL'0γ腹u元de u)eb (WWW) di intemet.

26. Nama domain adalah alamat intemet penyelenggara negara, Pemerintah

Daerah, Oran呂, b壷dan u艶ha d紬/a亡au ma町a肥ka上y蘭留d盈P盈土d土即n亀k紬



dalam berkomunikasi melalui intemet, berupa kode atau susunan

karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi te巾entu dalam

internet.

27・ 。iseminasi inforrpasi adalah penyebaran infomasi secara也nbal balik dari

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada

masyara-kat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilal即kan

melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lalnnya

dan / atau lembagan-1embaga komunikasi masyarakat.

Pasa12

Penyelenggaraan SPBE berdasarkan pada asas:

a. manfaat;

b. keamanan;

C. adil dan merata;

d. kepastian hukum;

e. si「le「gl;

f. transparansl;

g. kemitraan;

h. etika;

i. akuntabilitas;dan ‘

J. Partisipatif.

Pas瓢3

Peraturan Dae重-ah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan

SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan

baik dan berkualitas.

Pasa1 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan SPBE adalah:

a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, tranSParan,

efektif dan efisien sesual tuntutan perubahan dengan berbasis pada

teknoIogi informasi dan komunikasi;

b. menciptakan sistem penyelenggaraan SPBE dalam rangka peningkatan

Pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan

C. menCiptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem

informasi dan layanan berbasis elektronik.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan DaLerah ini meli]Puti :

a. penyelenggaraan SPBE;

b・ Pengelolaan domain dan sub domain;

C・ Pengelolaan血formasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;

d. penyelenggaraan pelayanar] Publik berbasis elektronik;

e. kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha;

f・ Pembinaan, PengaWaSan dan pengendalian;dan

g. pembiayaan.



BAB H

PENYELENGGARAAN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pa読轟6

Penyelen呂garaan SPBE meliput士

a・ Pere調Canaan;

b. kelembagaan;

C. infrastruktur;

d. pembangunan dan pengembangan aplikasi;

e. 1ayanan SPBE;

f. sumber daya manusia;dan

g. keamanan informasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasa1 7

(1) Untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan,

Bupati melalui Dinas menyusun Rencana Induk SPBE Daerah・

(2) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;

b. arah kebijakan SPBE;

e, Strategi SPBE; dan

d・ Peta renCana StrateglS SPBE・

(3) Rencana lnduk SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

Pa可ang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah.

(4) Rencana Induk SPBE Daerah dilakukan reviu setiap 5‖lima) tahun atau

SeWaktu -Waktu.

(5) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Setiap Perangkat Daerah memberikan informasi

kebutuhan teknoIogi infomasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan

realistis sesua土tugas pokok dan fungsmya.

(6) Infomasi dan Inplementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mer可adi

tanggung JaWab masing-maSing perangkat Daerah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasa1 8

Dalam melaksanakan Rencana Induk SPBE Daerah sebaga王mana dimaksud

dalam Pasa1 7 ayat (1〉 harus dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas

dengan Perangkat Daerah di Daera血・

Ba産an Ketiga

Kelemb agaan

Pasa1 9

(l) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 6 huruf b yaitu semua

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah・

(2) Perangkat Daerah menyelenggara血n SPBE sesual tugas pokok dan

fu ngsinya.



(3) Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

Ba由an Keempat

Infrastruktur S PBE

Pa哉轟10

(1) Peme正ntah Daerah melalui Dinas menyediakan, mengelola dan

memelihara Infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk me叩amm

Penyelenggaraan SPBE.

(2) Infras廿uktur SPBE sebagalmana dimaksud pada aya七(1) dimanfaatkan

Oleh Perangkat Daerah terdiri dari:

a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data;

b. jaringan bac肋orle antar Perangkat Daerah;

C. alamat血でemet打otocoZ HJbZic;

d・尺ot南7昭;

e. Sistem Keamanan Informasi;

f. Bαれd工高枕九;

g. penempatan server sistem informasi; dan

h. r?pOS克o7t/ data/ informasi.

(4) Dinas beIWenang mengatur Pemanfaatan intemet dan mengendalikan

Laman Daring yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.

(5) Perangkat Daerah dapat menyediakan perangkat baru, mengelola,

memanfaatkan, dan mememara Infrastruktur SPBE sendiri sesuai

kebutuhannya, Setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.

(6) Infrastruktur SPBE yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya

adalah:

a, LocaZ Aγea NetlJ,O沃dalam lingkup intemal Perangkat Daerah・

b., Perangkat ertd user dan

c. keamanan informasi intemal Perangkat Daerah.

(7) Seluruh Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,

dimanfaatkan sebagai sarこしna kedinasan dan pelayanan publik・

(8) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem infomasi dari
Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau la王nnya berkoordinasi dengan

Dmas.

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

ParagraPh l

umum

Pasa111

AplikasうSPBE terd正atas:

a, Aplikasi Umum; dan

b. Aplikasi Khusus,

ParagraPh 2

Aplikasi Umum

pas瓢12

(1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dala皿Pa憩1 1l ayat (1) huruf a

disediakan oleh Dinas.



(2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk

member塙an　しayanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di

臣dal「g:

a'　PerenCanaan;

b. penganggaran;

C. Pengadaan barang dan jasa pemerintah;

e. akuntab皿tas kineIja;

f, Pemantauan dan evaluasi;

g. kearsIPan;

h. kepegawaian; dan.

i. pengaduan pelayanan publik.

(3) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.

(4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum,

Perangkat Daerah dapat menggしmal【an aPlikasi s匂enis dengan Aplikasi

Umum.

(5) Dalam menggunakan aplikasi sQjenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,

Perangkat Daerah harus:

a. telah mengoperasikan aplikasi s句enlS Sebelum Aplikasi Umum

ditetapkan ;

b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan

Pengembangan aplikasi sQj enis;

C. melakukan pengembangan aplikasi sQjenis yang disesualkan dengan

Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan

d葛　mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan

uru san pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

ParagraPf 3

Apukasi Khusus

Pasa113

(1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 1 1 ayat (1) huruf b

dapat dibangun dan dikembangkan oleh sedap Perangkat Daerah sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pe]aksanaannya berkoordinasi

dengan Dinas.

(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud

Pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-maS血g.

(3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus

怠Cbagaimana dimaksud pada∴∴ayat (1), Pemerintah Daer鼠h harus

mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan

Pemerintahan di bidang aparatur nega工’a.

(4) Pem†〕angunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud

†)ada ayat (1 ) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan

dan pengembangan Aplikasi Khusus・

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.



Ba由vm Keenam

Layanan SPBE

Pasal 14

(1) Layanan SPBE terdih atas:

a・ layanan adminis廿asi pemerintahan; dan

b, 1ayanan publik.

(2) Layanan administrasi pemeIintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung ta.ta laksana intemal

birokrasi dalam rangka meningkatkan　虻neIja dan ∴akuntabillitas

Pemerintah Daerah,

(3) Laya]「an Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

しayanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh

Pemerintah Daerah.

(4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasar】{an Pada Rencana

Induk SPBE.

Bagian Ketujuh

Sumber Daya Manusia

Pasa1 15

(l) Pengelola infrastruktur dan aplikasi merupakan Aparatur Sipil Negara

dan / atau Tenaga Teknis Lainnya yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah.

(2) Pengelola infrastruktur dan aplikasi selain dari Aparatur Sipil Negara

dan/atau Tenaga Teknis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menggunakan pihak ketiga.

(3) Pengelola infrastruktur dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dapat diberikan insentif berupa tur可angan khusus dan pengembangan

kompetensi kecuali yang dikelola oleh pihak ketiga.

(4) penunjukan pengelola in紅astru虹ur dan/atau aplikasi ditetapkan oleh

PlmPman Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan

Keamanan Informasi

Pas血16

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola data dalam aplikasi sistem

informasi untuk kepentingan intemal dan ekstemal dengan

memperhatikan keamanan informasi ・

(2) Aplikasi SPBE yang digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan SPBE

pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar in亡eroperabilitas dan

standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Aplikasi SPBE yang digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan SPBE

pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui

proses czssessme融oleh Dinas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanarしir]血masi sebagalmana

dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Untuk te垂minnya keamanan infomasi Pemerintah Daerah yang bersぬt

ra血asia dan strategis, harus meng糾nakan sistem keaman狐dan 」amgan

y租Tl呂dikelola oleh Dinas.



BABIII

PENGELOLAAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengelo]aan Laman Dahng

dengan menggunalr弧　Nama Domain dan Sub Domain untuk

mempermudah akses informasi mela山i Laman Dahng Peme正ntah Daerah.

(2) Nama domaln sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dimil地中an/atau

d igu n akan Pe me轟ntah D aerah den gan alam at

http; / /www.tar可abbarkab。gO.id

(3〉　Sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan

domain http://www.tanjabbarkab.go.id dan digunakan oleh Perangkat

daerah.

(4) Penggunaan sub domaln sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasa1 19

(1) Setiap Perangkat Daeiah di lingkup Pemerintah Daerah wajib mengelola

暮.aman Daring dengan menggunakan subdomain sebagamana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (3).

(2=くonten informasi yang ditampilkan pada Laman Daring sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah.

(3) Konten informasi yang ditampilkan pada Laman Daring sebagalmana

dimaksud ayat (2) merupakan data dan informasi terbaru.

(4) Setlap Perangkat Dae「ah wajib memiliki admin pengelola Laman Daring・

(5) Ad皿1|　L楓man Da「lng sebagaimana dimaksud ayat (4) bertangungjawab

乞itaS keamanan data dan informasi.

(61 Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi adminis廿atif oleh Bupati.

(7) Admin Laman Daring yang lalai atas keamanan data dan informasi

dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Perangkat Daerah.

(8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7)

berupa:

a. teguran lisan;

b士eguran tertulis; dan

c. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BABIV

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

P匂abat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pas瓢20

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan pelayanan informasi dan

dokumentasi dengan me皿bentuk dan menetapkan PPID.

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalan Pasa1 20 ditetapkan dengan keputusan

Bupa血



(2) PPID sebagalmana dimaksud pada ayat (l) adala血　p匂abat yang

bertang即ng jawab mengeloh penyimpanan,　Pendokumentasian,

Penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik.

(3) PP丁D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh PQjabat Penge10la

Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat工)aerah.

(4) Badan publik di luar Organisasi Pemerinta血　Daerah dan Desa dapat

membentuk PPID tersendiri dengan berpedoman kepada peraturan

Perundang置undangan.

(5) Ketentuan lebih la可ut mengenai Pengelola Informasi dan Dokumen

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan aya.t (4) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Bagii狐Kedua

Sara耳a Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Pasa1 22

(1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana

komunikasi dan diseminasi informasi yang melipu宙

a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi publik;

b. pelaksanaan komunikasi publik Pemerintah Daerah;

C. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Daerah;dan

d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala

Kabupaten.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tath cara penetapan

Standarisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembentukan Pusat Media dan Data

Pasa123

(1) Pemerintah daerah berkewajiban membentuk Pusat Media dan Data

sebagal PuSa=ayanan infomasi dan komunikasi publik untuk memenuhi

hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan dan

mengakomodasj aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan

Pl」blik.

(2) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus

mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data

sebagai wahana layanan informas三dan komunikasi publik.

BABV

PENYELENGGARAAN PELAYAN.AN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Pas創24

(1) Dalam rangka Per)yelenggaraan Pelayanan mblik Berbasis Elektronik,
諒dem証fomaSi harus terintegrasi dan mudah diakses masyarakat・

(2) Si(Stem infomasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpman

Perangkat Daerah -terkait dan Bupati secara online.

(3) Infomasi dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tePat, mudah dan

Sederhana.



(4) Sistem infomasi sebagaimana dimaksud pada ayat用memuat infomasi

Pelayanan publik, yang

Sedikit meliputi:

a. profil penyelenggara;

l申〕十〇f= pelaksana;

terdiri atas sistem infomasi elektronik, Paling

{∴ Sta。dar pelayan鎖n;

d ‘ maklumat pelayanan;

el Pengelolaan pengaduan; dan

f' Penilaian kineIja.

(5) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat

亡erhadap layanan publik melalui penyediaan dan pemanfaatan teknoIogi

informasi.

(6) Pe-1yelengga「aan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) w句ib menjaga keamanan dan kerahasiaan data

atau infomasi yang dikelolanya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Ke m王traan

Pas瓢25

(1) Peme五ntah Daerah dapat bekeヰasama dengan Pemehntah

Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam hal pengelolaan informasi.

(2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknoIo由infomasi dan

komunikasi, Pemerintah Daerah dapat mengembangkar]しkemitraan dengan

Perguruan tinggi dan lembaga pemehntah yang membidangi riset dan

teknoIogi dalam pengembangan sumberdaya manusia.

(3) Peme正ntah Daerah dapat beke轟asama dengan badan usaha dalam

Penyediaan infrastruktur teknoIogi informasi dan komunikasi serta.

di seminasi Informasi.

Bagian Kedua

Peran serta Masyarakat dan Dunia Usahaし

Pas粗26

(l) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan

Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi:

a. memberika皿　dukun8a皿　terhedap∴Pem弧1faataLn d紺青　Pen8emb急n8倉調

SPBE;

b. memberikan infomasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah

Daerah;

C. membantu menyebarluaskan informasi; dan

d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan

SPBE.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pa〔la ayat (1) dapat

dilakukan secara perorangan maupun kelompok・



BAB VII

PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN PENGENDAu‘IAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasa1 27

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan’ PengaWasan dan pengendalian

dalam penyelenggaraan SPBE ・

Bagian Kedua

Pembin aan

Pasa128

( l) Pembinaan penyelenggaraan SPBE meliputi:

a. pemanfaatan i‘nfrastruktur jaringan, Perangkat ]unak, data dan

informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan

informatika;

b. pengelolaan laman daring申ebsZfe) dengan domain Pemerintah Daerah;

c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan irfromatika;dan

d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), dilaksanakan dengan;

a. koordinasi secara berkala;

b・ Pemberian bimbingan dan supervisi;

c・ Pendidikan dan pelatihan; dan

d. evaluasi penyelenggaraan SPBE・

Ba由an Ketiga

Pen gawasan

Pas瓢29

(l) Pengawasan penyelenggaraan SPBE dapat dilakukan secara Koordinatif

oleh Dinas, Satuan Polisi Pamong Pr辞a dan instansi terkait laimya sesua王

kewenangan , berdasarkan ketentuan Peraturan PerundaLng-undangan ・

(2) Pengawasan penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pengawasan preventif;dan

b. pengawasan represif.

(3) Pengawasan preventif selragaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

meliputi:

a. pembinaan kesadaran h-ukum aparatur dan masyarkat;

b ・ Peningkatan profeeional並sme aparatur pelaksana;dan

C. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan・

(4) Pengawasan represif sebaga王mana dimaksud pada ayat (2〉 huruf b meliputi

tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai kc,tentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Bagian keempat

Pen gen d alian

Pasa1 30

Pengendalian penyelenggaraan SPBE, dilaksanakan dengan berpedoman pada

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB VIII

PEMBIAYAAN

( 1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE dapat bersumber dari :

a. Anggar紬Pendapatan d劃Bela巾a Daerah;dan/atau

b. Sumber lain yang s血sesuai dengan peraturan perundang-undangan・

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan untuk:

a. penyusunan keb担kan atau regulasi;

b. pengadaan dan instalasi;

c. pengelolaan operasional;

d・ Pemeliharaan sistem;

e. pengembangan sumber daya manusia penyelenggara SPBB;

f. sosialisasi dan koordinasi;

g・ fasilitasi peran serta maayarakat untuk mendukung pengembangan

SPBE; dan

h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama l

(Satu) tahun terhitung sQjak Peraturan Daerah ini diundangkan・

Pas瓢33

peraturan Daerah ini muぬl berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu血ya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Tar互ung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal) 31 Desember 2O18

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

Diundangkan di Kuala Tungkal

pada tanggal) 31 Desember 2018

S EKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018

NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

PROVINSI JAMBI : ( 22 /2018)



PENJELASAN

ATAS

pERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 22　TAHUN2018

TENTANG

pENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I.　UMUM

Dalam rangka mewujudkan mlSI Peningkatan pelayanan masyarakat, maka

semenjak bergulimya masa refomasi d=ndonesia, Seluruh kegiatan

pemerintahan mengalami transfomasi, yang dikenal dengan nama reformasi
birokrasi. Salah satu program reformasi adalah penerapan teknoIogi infomasi

dan komunikasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik

(eZectrorric-gOZ,emmeれ吟di lingkungan perkantoran pemer王ntah daerah ・

peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

El。ktr。nik ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govemance)くねn peningkatan

kualitas pelayanan publik yang efektif, e鱒sien, tranSParanSi dan akuntabel di

Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan dapat :

1. memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada paraしShareholdemya

(maayarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal e鮮siensi

dan efektivitas kinerja diberbagai kehidupan bemegara ;

2. meningkatkan transparansi’kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintah dalam rangka penerapan homs呼good co7POra.t`3 gOt/emanee;

3. mengurangi secara sign班kan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi

yang di keluarkan pemerintah maupun shareholdemya一⊥ntuk keperluan

aktivitas seha五〇hari;

4. menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat

dan tepat me叫awab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan

berbagai perubahan global dan trend yang ada ;

5. memberdayakan masyarakat dan pihak-Pihak la王n sebagai mitra

pemerintah dalam proses pengambilan berbagai keb担kan publik secara

peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Peme五ntahan Berbasis

Elektronik ini disusun dengan berlandaskan pada AUPB, aSaS Pembentukan

peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan serta

dihamonisasikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang

komunikasi dan informatika.

IL PASAL DEMI PASAL

Pasa1 1,

Cukup jelas



】nformasi dan , Komunikasi diupayaka皿　untuk mendukung proses

berinfoma?i sehingga dapat meningkatkan kesejahtera.an masyarakat.

Yang dimaksud’“Asas keamanan" berarti Pembangun徴n dan penerapan

teknoIog=nfomasi harus teI車min tingkat kea皿anan dan kerahasiaan

data sesしIai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Ya一|g dimaksud “Asas adil dan merata"　berarti penyelenggaraan

telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama

kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati

oleh masyarakat secara adil dan merata.

Yang dimaksud “Asas kepastian hukum” berarti lan。asan hukum bagi

pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi se】七a Segala sesuatu

yang mendukung penyelenggaraamya yang mendapatkan pengakuan
hukum di dalam dah di luar pengadilan.

“Asas sinergi” berarti penggaLbungan atau sine専dilakukan lebih kepada

sistem bukan pada　鯖sik. Perubahan sistem yang teヰadi adalah

dibangunnya Jamgan keIjasama dan komunikasi antar perangkat

daerah.

“Asas transparansi,, berarti asas yang menjamin akses atau kebebasan

bagi setiap orang untuk memperoleh infomasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yakni infomasi tentang kebijakan, PrOSeS Pembuatan

dan pelaksanaannya, Se巾a hasiトhasil yang dicapai.

“Asas kemitraan” berarti hubungan ke寄a para pihak yang harmonis,

terbuka, bersifat timbal balik’dan sinergis

“Asas etika” berarti dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa

dilandasi oleh semangat profesionalisme, kQjujuran, kesusilaan, dan

keterbukaan.

“Asas akuntabilitas"　bera轟i asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengga肥an Negara harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang ked亀ulatan ter。nggi Negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Asas partisipatif” berarti bahwa setiap anggota masyaralcat didorong

untuk berperan aktif dalam pemberian sanan dan ma糾kan dalam proses

pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan Jamgan
komunikasi dan informatika.

Pasa13

Cukup Jelas

Pasa14

Cukup Jelas



Pasa15

Cukup Jelas

Pas血6

Cukup Jelas

Pasa17

Cukup Jelas

Pasa18

Koordinasi meliputi hal yang bersifat Teknis dan Non teknis・

Pasa19

Cukup Jelas

Pasa110

Ayat(1)

Cukup Je.las

A),at(2)

Huru†a

Yang dimaksud dengan “Pusat Pemulihan Data” adalah

sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan

perangkat teknoIogi infomasi dan komunikasi, Sistem
ap土kasi dan data cadangan untuk persiapan menghadapi

bencana yang dilakukan oleh Dinas・

日urufb

Ya轟g dimaksud dengan “jaringan bac肋orle” adalah Yang

d血aksud “`Jaringan backbone” adalah sa」uran atau koneksi

be「kecepatan tinggl yang me可adi lintasan utama dalam

sebuah jaringan. Netu,Orたbac肋oれe adalah r脂加,Ork yang

mehghubungkan beberapa jaringan dellgan berkecepatan

rendah melalui gatel〃ag・

Hurufc

Yang dimaksud dengan “Alamat dremet PrOtOCOきpu掘c”

(se正ng disingkat IP) adalah deretan a皿gka biner antara 32

bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identi般asi

unこuk tiap komputer host dalam Jamga・n Intemet・ Panjang

dari angka ini adalah 32 bit (untuk IPv4 gしtau IP versi 4主dan

128 bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menur可ukkan

alamat da正　komputer tersebut pada jaringan Intemet

berbasis TCP/IP.

Hurufd

Y亀ng dimaksud dengan “Rou蘭ng" ada]ah DrOSeS dimana

suatu item dapat sampai ke tujuan dari組tu lokasi ke lokasi

la血. Beberapa contoh item yang dapat di-rout中g : ma均

teZ?pon can, dan data.

Hurufe

Cukup Jelas

Humff

Yang dimaksud dengan “Baγ↓。t売捌7, adalah suatu nilai

konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau

yang biasanya disebut dengan bit per detik (bps), antara

server dan client dalam waktu tertentu.

HuⅢfg

Cukup Jelas



Yang dimaksud dengan “坤OS海rgr adalah sekumpulan

p壷et-Paket aplikasi atau prOgran untuk sebuah sistem

operas=red ‥ Linux) yang digunakan untuk menu可ang

kinerja dari sebuah aplikasi, Program,

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat(5)

Cukup Jelas

帥at(6)

Yang dimaksud dengan “LocaZ clγ捌鵬tr,OrJC’adalah jaringan

komputer yang Jarmgannya hanya menCakup wilayah kecil;

seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalan

rumれSekolah atau yang lebih kecil.

Yang dimaksud dengan “Perangkat end use′, adalah sistem

informasi yang berbasis komputer yaLng SeCara langsung

mendukung aplihasi operasional dan manajerial and

enduser.

Hurufc

Cukup jelas

Ayat(7)

Cukup Jelas

Ayat(8)

Cukup Jelas

Pasa111

Cukup Jelas

Pasal12

Cukup Jelas

Pasal13

CしIkup Jelas

Pasa114

Cukup Jelas

Pasa115

Cukup Jelas

Pasal16

Cukup Jelas

Pasa117

Cukup Jelas

Pasa118

Cukup Jelas

Pasal19

Cukup Jelas

Pasa120

Cukup Jelas

Pasa121

Cukup Jelas

Pas粗22

Cukup Jel粥



Pasa最23

Cukup Jelas

Pasa124

Cukup Jelas

Pasa125

Cukup Jelas

Pasa126

Cukup Jelas

Pasa127

Cukup Jelas

Pasa128

Cukup Jelas

Pasa129

Cukup Jelas

Pasa130

Cukup Jelas

Pasa131

Cukup Jelas

Pasa132

CukupJelas .

Pasa133

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR



PENJE LASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 22　TAHUN2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I.　UMUM

Dala.m rangka mewujudkan mlSI Peningkatan pelayanan masyarakat, maka

semenjak bergulimya masa reformasi di Indonesia, SC加ruh kegiatan

pemerintahan mengalami transfomasi, yang dikenal dengan nama reformasi
birokrasi. Salah satu program reformasi adalah penerapan teknoIogi infomasi

dan komunikasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik

( electro扇c-gOZ,em肌e珂di lingkungan perkantoran pemerintah daerah.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik ini merupakan salah satu upaya untu虻　mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govemance) dan peningkatan

kualitas pelayanan publik yang efektif? efisien, tranSParanSi dan akuntabel di

Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan dapat :

1. memperbaiki kualitas pelayanan pemerin亡ah kepada para shareholdemya

(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal efisiensi

dan efektivitas kine重ja diberbagai kehidupan bemegara ;

2. meningkatkan transparansi, kontrol〉 dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemehntah dalam rangka penerapan ho7聴ap gOOd co7POγat`ヲgOZ/emaれCe;

3. mengurangl SeCara Signi鯖kan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi

yang di keluarkan pemerintah maupun shareholdemya untuk keperluan

aktivitas sehari-hari ;

4. menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat

dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sQjalan dengan

berbagai perubahan global dan trend yang ada ;

5. memberdayγakan masyarakat dan pihak-Pihak lain sebagai mitra

peme正ntah dalam proses pengambilan berbagai keb担kan publik secara

merata da調demokratis.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik ini disusun dengan berlandaskan pada AUPB, aSaS Pembentukan

peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan serta

diharmonisasikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang

komunikasi dan informatika.

II.　PASAL DEMI PASAL

Pasa1 1

Cukup jelas



Informasi dan Komunikasi diupayakan untuk mendukung proses

berinfoma串i sehingga dapat meningkatkan kes垂心teraan masyarakat・

Yang dimaksud‘ “Asas keamanan" berarti Pemban即nan dan penerapan

teknologi infomasi harus te垂min tingkat keamanan dan kerahasiaan

data sesual dengan hukum dan per皿dan呂-undangan yang berlaku'

Yang dimaksud “Asas adil dan merata” bera.rti penyelenggaraan

telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama

kepada semua pihak yang memenuhi eyarat dan hasil-hasilnya dinikmati

oleh masyarakat secara adil dan merata・

Yang dimaksud “Asas kepastian hukum” berar。 landasan hukum bagi

pemanfaatan teknoIogi infomasi dan komunikasi serta segala sesuatu

yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan

hukum di dalam dan di luar pengadilan・

“Asas sinergi" berarti penggabungan atau sinergi dilakukan lebih kepada

sistem bukan pada　魚sik. Perubahan sistem yang teIjadi adalah

dibangunnya Jamgan keIjasama dan komunikasi antar perangkat

“Asas transparanSi,, berarti asas yang meI可amin akses atau kebebasan

bagi setiap orang untuk memperoleh infomasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yakni i珊fomasi tentang ke咄akan, PrOSeS Pembuatan

dan pelaksanaannyaタSe正a hasil-hasil yang dicapal.

“Asas kemitraan" berarti hubungan keIja para pihak yang harmonis,

terbuka, bersifat timbal balik, dan sinerglS

“Asas etika" berarti dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa

dilandasi oleh semangat profesionalisme, k匂ujurarし, kesusilaan, dan

keterbukaan.

“Asas akuntabilitas"　berarti asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengga」「aan Negara harus

dapat dipertanggungjavabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan

peratu ran perundang-u重ldangan yang berlaku.

“Asas partisipatif, berarti bahwa se。ap anggota maayarakat didorong

untuk berperan aktif dalam pemberian saran dan masukan dalam proses

pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan Jamgan

komunikasi dan informatika.

Pasa13

Cukup Jelas

Pasa14

Gukup Je]as



Pasa1う

Cukup Jelas

Pasa16

Cukup Jelas

Pasa17

Cukup Jelas

Pasa18

K。Ordinasi meliputi hal ya鴨bersifat Teknis dan Non teknis'

Pasa19

Cukup Jelas

Pasa110

Ay址(l)

Cukup Je.1as

AJ′at(2)

Hurufa

Yang dimaksud dengan “Pusat Pemulihan Data” adalah

sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan

perangkat teknoIo由infomasi dan k。munikasi, Sistem

apl二kasi dan data cadangan untuk per畠iapan menghadapi

bencana yang dilakukan oleh Dinas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan lahngan bac肋oれd’adalah Yang

d血aksud “、Jaringan backbone" adalah sa山ran a亡au koneksi

berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam

sebuah jaringan. Netu,OrJc bacたboれe adalah rLe加’Ork yang

menghubungkan beberapa Janngan de11gan berkecepatan

rendah melalui gαteluag・

Hurufc

Yang dimaksud dengan (因a皿at i面e肌et profoco事ptJ班c”

(Se五ng disingkat IP) adalah deretan angka biner antara 32

bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat iden調kasi

unこuk tiap komputer host dalam Ja調ngan Intemet. Panjang

d紳i angka ini adalah 32 bit (untuk IPv4 Eしtau IP versi 4), dan

128 bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menuIiukkan

alamat da正　komputer tersebut pada jaringan Intemet

berbasis TCP/IP.

Hurufd

Yang dimaksud dengan “尺ou加g” adalah proses dimana

suatu item dapat sa皿pai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi

lain. Beberapa contoh item yang dapat di-ro融ng : ma巧

teZeporl CalZ, dan data・

Hurufe

Cukup Jelas

Huruff

Yang dimaksud deng狐　αBaγ↓d“,肋h” adalah suatu nilai

konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau

yang biasanya disebut dengan bit per detik (bpsらantara

server dan client dalam waktu tertentu.

Huruf8

Cukup Jelas



Yang dimaksud dengan “R即s加げadalah sekumpulan

pgket-Paket apukasi atau prOgram untu]k sebuah sistem

operasi (red :血ux) yang digunakan untuk menunjang

kinerja dari sebuah aplikasi, Program,

Ayat(4)

Cukup Jelas

Ayat(5)

Cukup Jelas

Ay証(6)

Yang dimaksud de調gan “Loca~ area ne加O帯, adalah jaringan

komputer yang jaIingamya hanya menCakup wilayall kecil;

seperti jaringan komputer kampus, gedung, k劃tor, dalam

rumah, Sekolah atau yang lebih kecil.

Yang dimaksud dengan “Perangkat end use〆, adalah sistem

infomasi yang berbasis komputer yang SeCara langsung

mendukung ap肱鼠si operasional dan maLnajerial and

enduser.

Hurufc

Cukup jelas

Ayat(7)

Cukup Jelas

Ay鉦(8)

Cukup Jelas

Pas討11

Cukup Jelas

Pasal12

Cukup Jelas

Pasa113

Gし庇up Jelas

Pasa114

Cukup Jelas

Pasal15

Cukup Jelas

Pasal16

Cukup Jelas

Pasal17

Cukup Jelas

Pasa118

Cukup Jelas

Pasa119

Cukup Jelas

Pasa120

Cukup Jelas

Pas瓢21

Cukup Jelas

Pas粗22

Cukup Jelas



Pasa工23

Cukup Jelas

Pasa124

Cukup Jelas

Pas討25

Cukup Jelas

Pasa126

Cukup Jelas

Pasa127

Cukup Jelas

Pasa1 28

Cukup Jelas

Pasa129

Cukup Jelas

Pasa130

Cukup Jelas

Pasa131

Cukup Jelas

Pasa132

CukupJelas .

Pasa133

Cukup Jelas
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